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Abstrak
 

Disharmonisasi peraturan perundang-undangan pada ranah hukum keuangan publik, khususnya yang

beririsan dengan BUMN dan Anak Perusahaan BUMN, merupakan isu yang mendasar dan krusial.

Inkonsistensi tersebut mempengaruhi penegakan hukum. Penelitian ini menganalisis pengaruh dualisme

status hukum kekayaan dan keuangan negara, dan mengenai mekanisme pengembalian serta hak penguasaan

dan kepemilikan secara riil atas Dana Kerja Sama Operasional (Dana KSO) yang telah disetor ke kas negara

sebagai uang pengganti tindak pidana korupsi dalam kasus tindak pidana korupsi pada Anak Perusahaan

BUMN (PT PLNBB). Metode penelitian dilakukan yuridis-normatif dengan pendekatan undang-undang

(statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), serta metode kepustakaan yang didasarkan pada

argumentasi melalui studi pustaka. Berdasarkan metode yang digunakan, mekanisme pengembalian

kerugian pada PT PLNBB sebagai Anak Perusahaan BUMN berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 3318 K/Pid-Sus/2019 dapat mengacu pada ketentuan Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP) sebab hak kepemilikan dan penguasaan Dana KSO telah berada di negara. Salah satu langkah

hukum yang dapat dilakukan PT PLNBB sebagai salah satu Anak Perusahaan BUMN yang dipersamakan

sebagai BUMN dapat mengajukan permohonan fatwa Mahkamah Agung. Pada lain sisi, menurut teori

hukum keuangan publik, analisis pengembalian tersebut dapat dikaitkan dengan ketentuan hukum perdata

dan adanya kerugian yang ada pada PT PLNBB. Keabsahan Perjanjian KSO Penambangan Batu Bara antara

PT PLNBB dan PT TME tidak memenuhi unsur sebab yang halal, sehingga perjanjian KSO tersebut

seharusnya batal demi hukum (null and void), serta Dana KSO seharusnya dapat dikembalikan agar seperti

semula dalam Kas PT PLNBB.

......Disharmonization of laws and regulations in public finance law, especially those that cross with BUMN

and BUMN Subsidiaries, is a fundamental and crucial issue. The inconsistency affects law enforcement.

This study analyzes the effect of dualism on the legal status of wealth and state finances and regarding the

return mechanism as well as rights of control and ownership in real terms over the Operational Cooperation

Fund (Dana KSO), which has been accepted into the state treasury as a substitute for corruption in

corruption cases in BUMN Subsidiary (PT PLNBB). The research method is juridical-normative with a

statutory approach (statute approach) and a case approach (case approach), as well as a library method based

on arguments through literature study. Based on the method used, the mechanism for returning losses to PT

PLNBB as a BUMN Subsidiary based on the Cassation Judgement of the Supreme Court of the Republic of

Indonesia Number 3318 K/Pid-Sus/2019 can refer to non-tax avenue (PNBP) provisions because the

ownership and control rights of the KSO Fund are already in the country. One of the legal steps PT PLNBB

can take as a BUMN Subsidiary, equated to a BUMN, is to apply for a fatwa from the Supreme Court. On

the other hand, according to the theory of public finance law, the analysis of these returns can be correlated

to civil law provisions and losses in PT PLNBB. The validity of the Coal Mining KSO Agreement between
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PT PLNBB and PT TME does not fulfill the elements of lawful purpose, so the KSO Agreement should be

null and void, and the KSO Funds should be able to be returned to PT PLNBB.


